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RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA

Pengertian Hukum Perdata


Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara secara perseorangan.  Menurut Prof. R. Subekti S.H. yang dimaksud dengan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, sedangkan menurut Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi masjhoen Sofwan, S.H. hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.
  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan/pribadi.  Walaupun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan namun tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, tetapi karena perkembangan masyarakat banyak bidang-bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik seperti bidang hukum perkawinan, perburuhan dan sebagainya.


Ada orang yang menggunakan istilah hukum perdata dan ada juga yang menggunakan istilah hukum sipil, tetapi karena perkataan “sipil” lazim dipakai sebagai lawan dari militer, maka lebih baik digunakan istilah hukum perdata.  Hukum perdata terdiri dari hukum perdata tertulis dan hukum perdata yang tidak tertulis.  Hukum perdata tertulis adalah hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata da peraturan perundang-undangan lainnya sedangkan hukum perdata yang tidak tertulis adalah hukum adat.

Hukum Perdata Di Indonesia


Hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistis/beraneka ragam, artinya masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum perdata sendiri, kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasinya.  Keanekaragaman tersebut bersumber dari ketentuan Pasal 163 IS juncto Pasal 131 IS (Indische Staasregeling) yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan yaitu :

1. Golongan Eropa terdiri dari semua orang Belanda dan Eropa lainnya serta orang yang berasal dari tempat lain yang tunduk pada hukum Belanda.

2. Golongan Bumiputera terdiri dari orang Indonesia asli, yang tidak beralih masuk golongan lain dan mereka yang semula termasuk golongan lain namun telah membaurkan diri dengan rakyat Indonesia asli.

3. Golongan Timur Asing yaitu semua orang yang bukan golongan Eropa dan bumi putera.

Bagi golongan Eropa, berlaku hukum yang berlaku di negeri Belanda, bagi golongan Bumi Putera dan Timur Asing berlaku hukum adatnya masing-masing, apabila kepentingan mereka menghendakinya maka hukum untuk golongan Eropa dapat dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan atau membuat suatu peraturan baru bersama.  Pada tahun 1855, hukum perdata Eropa diberlakukan bagi golongan Timur Asing kecuali hukum keluarga dan hukum warisnya.  Orang-orang yang bukan golongan Eropa dapat menundukkan diri terhadap hukum perdata Eropa, baik penundukkan diri terhadap seluruh hukum perdata Eropa, sebagian hukum perdata Eropa maupun penundukkan pada perbuatan hukum tertentu.  Pada tahun 1917 mulai diadakan pembedaan antara golongan Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa, sehingga bagi golongan Timur Asing Tionghoa berlaku semua hukum perdata Eropa kecuali tentang Burgerlijk Stand (pencatatan sipil) dan pengangkatan anak/adopsi sedangkan bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa  (Arab, India, Pakistan dan lain-lain) berlaku hukum perdata Eropa kecuali hukum keluarga dan hukum waris, dimana untuk kedua bidang tersebut berlaku hukum adatnya masing-masing, tetapi dalam hal pembuatan wasiat/testament hukum perdata Eropa berlaku juga bagi mereka.

Dasar Berlakunya Hukum Perdata Eropa


Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 dimuat aturan peralihan, salah satu maksud diadakannya aturan peralihan adalah untuk menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan  yang ada pada saat peraturan tersebut diberlakukan, dengan demikian dapat terhindar dari kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian dan kekacauan dalam masyarakat.  Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada  masih langsung berlaku, selam belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.  Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum perdata Eropa  hingga sekarang adalah peraturan peralihan yang termuat dalam UUD 1945, Konstitusi RIS maupun UUDS 1950.

Sejarah Terbentuknya Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)


Sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang juga tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya Code Civil Perancis.  Secara garis besar, sejarah terbentuknya Code Civil Perancis adalah sebagai berikut :

Sejak 50 tahun SM, pada saat Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat, hukum Romawi telah berlaku di Perancis berdampingan dengan hukum Perancis kuno yang berasal dari hukum Germania yang saling mempengaruhi satu sama lain.  Suatu ketika Perancis terbagi menjadi dua bagian wilayah yaitu wilayah utara yang menggunakan hukum tidak tertulis/ hukum kebiasaan Perancis kuno, sedangkan di wilayah selatan berlaku hukum tertulis yaitu hukum Romawi yang tertuang dalam Corpus Iuris Civilis, terdiri dari 4 bagian yaitu Codex Justiniani berisi kumpulan undang-undang yang telah dibukukan oleh para ahli hukum Romawi, Pandecta memuat kumpulan pendapat para ahli hukum Romawi yang termasyhur, Institutiones memuat tentang pengertian lembaga-lembaga hukum Romawi dan Novelles yang berisi kumpulan undang-undang yang dikeluarkan sesudah Codex selesai.
  Kodifikasi hukum perdata di Perancis baru berhasil diciptakan setelah Revolusi Perancis (1789-1795) yaitu tahun 1804 dengan nama Code Civil des Francais/Cide Civil Perancis, sejak tahun 1811 sampai 1838 Code Civil Perancis berlaku di Belanda yang pada saat itu menjadi daerah jajahan Perancis, setelah pendudukan Perancis berakhir di Belanda, maka Belanda membuat kodifikasi hukum perdata sendiri yang ternyata isinya hampir sama dengan Code Civil Perancis tersebut.  Pada tanggal 1 Oktober 1838 berdasarkan asas konkordansi KUH-Perdata tersebut berlaku juga bagi orang-orang Eropa yang berada di Hindia Belanda dan pada tanggal 1 Mei 1848 KUH Perdata tersebut berlaku di Hindia Belanda.  Dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih berlaku sekarang di Indonesia adalah Kitab Undang-Undng Hukum Perdata yang telah menyerap secara tidak langsung asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Romawi. 

Kedudukan BW Pada Waktu Sekarang


Kedudukan BW pada saat sekarang di Indonesia masih menjadi persoalan, timbul pertanyaan “apakah BW sebagai kodifikasi  masih berlaku di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945?”  Menteri Kehakiman RI tahun 1962 berpendapat bahwa BW tidak lagi sebagai undang-undang melainkan hanya sebagai suatu dokumen yang menggambarkan kelompok hukum tidak tertulis, dengan kata lain BW bukan lagi sebagai Wetboek tetapi hanya sebagai Rechtboek yang hanya digunakan sebagai pedoman saja, hal itu disebabkan isi BW tersebut banyak yang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan Indonesia yang sudah merdeka, sedangkan isi BW itu sendiri hanya mementingkan kepentingan Belanda yang pada saat BW diberlakukan menjajah Indonesia.  Gagasan tentang kedudukan BW tersebut disetujui oleh para sarjana hukum di Indonesia bahkan Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963.  Surat Edaran tersebut  berisi tentang gagasan menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai undang-undang melainkan hanya sebagai dokumen yang menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis mengingat kenyataan bahwa BW oleh penjajah Belanda dengan sengaja disusun sebagai tiruan belaka dari BW di Negeri Belanda sehingga banyak aturan yang merugikan masyarakat Indonesia.  Konsekuensi dari gagasan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung RI melalui SEMA nomor 3/1963 ini menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal dalam BW sebagai berikut :

1. Pasal 180 dan Pasal 110 BW tentang wewenang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa ijin dan bantuan suami.

2. Pasal 284 ayat (3) BW mengenai pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan oleh seorang perempuan Indonesia asli, dengan demikian pengakuan anak itu tidak mengakibatkan terputusnya hubungan antara ibu dan anak sehingga tidak ada lagi pembedaan diantara semua warga negara Indonesia.

3. Pasal 1682 BW yang mengharuskan dilakukannya penghibahan dengan akta notaris.

4. Pasal 1579 BW yang menentukan bahwa dalam hal sewa-menyewa barang, si pemilik tidak dapat menghentikan persewaan dengan mengatakan bahwa ia akan memakai sendiri barangnya,kecuali apabila pada waktu membentuk persetujuan sewa-menyewa ditentukan diperbolehkan.

5. Pasal 1238 BW yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka hakim, apabila gugatan ini didahului dengan penagihan tertulis/somasi.

6. Pasal 1460 BW tentang risiko seorang pembeli barang, pasal mana menentukan bahwa suatu barang tertentu yang sudah dijanjikan dijual sejak saat itu adalah tangging jawab pembeli, meskipun penyerahan barang itu belum dilakukan.

7. Pasal 1603 x ayat (1) dan ayat (2) BW yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa dengan pihak lain yang bukan orang Eropa dalam perjanjian perburuhan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1963 yang menyetujuai bahwa BW bukan lagi sebagai wetboek tetapi hanya sebagai rechtboek harus dipandang sebagai anjuran kepada para hakim untuk jangan ragu-ragu menyingkirkan satu pasal atau satu ketentuan BW apabila mereka berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan zaman dan keadaan Indonesia yang sudah merdeka ini.


Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formil kedudukan BW tetap sebagai undang-undang sebab BW tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang, namun pada saat ini BW bukan lagi sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bulat dan utuh seperti keadaan semula saat dikodifikasikan, karena beberapa pasal/ketentuannya sudah tidak berlaku lagi baik karena ada suatu peraturan perundang-undangan yang baru dalam lapangan perdata maupun disingkirkan dan mati oleh putusan-putusan hakim yang merupakan yurisprudensi dan berlaku sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia.

Bidang-Bidang Hukum Perdata Dan Sistematikanya


Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan lazimnya dibagi menjadi 4 bagian yaitu ;

1. Hukum perorangan/pribadi (personenrecht).

2. Hukum keluarga (familierecht).

3. Hukum harta kekayaan (vermogenrecht).

4. Hukum waris (erfrecht).

Hukum perorangan/pribadi memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum), tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal/domisili.

Hukum keluarga memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga seperti perkawinan, perceraian, hubunga orang tua dan anak, perwalian, curatele dan sebagainya.

Hukum harta kekayaan memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai dan sebagainya.

Hukum waris memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tantang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan kata lain hukum waris mengatur tentang peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.


Sistematika hukum perdata menurut undang-undang yaitu susunan hukum perdata hukum sebagaimana termuat dalam KUH Perdata :

Buku I

: Tentang Orang (van personen)

Buku II
: Tentang Benda (van zaken)

Buku III
: Tentang Perikatan (van verbintenissen)

Buku IV
: Tentang Pembuktian dan Daluwarsa ( van bewijs en verjaring)


Buku I Tentang Orang memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga, terdiri dari 18 Bab.


Buku II Tentang Benda memuat tentang hukum kebendaan serta hukum waris, terdiri dari 21 Bab.


Buku III Tentang Perikatan memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu, terdiri dari 18 Bab.


Buku IV Tentang Pembuktian dan Daluwarsa memuat ketentuan alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum, terdiri dari 7 Bab. Pembuktian dan daluwarsa ini sebenarnya termasuk ke dalam Hukum Acara Perdata, namun ada pendapat bahwa Hukum Acara Perdata itu terdiri dari Hukum acara Perdata materiil dan formil, pembuktian dan daluwarsa termasuk hukum acara perdata materiil.

Bagian-Bagian BW Yang Tidak Berlaku Lagi


Pada waktu sekarang BW bukan lagi sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku secara menyeluruh, tetapi ada beberapa ketentuan yang sudah tidak berlaku lagi, baik karena adanya peraturan perundang-undangan baru yang menggantikannya maupun karena dikesampingkan dan mati oleh putusan-putusan hakim yang merupakan yurisprudensi.


Undang-Undang nasional di lapangan hukum perdata yang secara radikal  menyatakan tidak berlakunya lagi beberapa ketentuan dalam BW adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sehingga ketentuan Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali tentang hipotik dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan tentang hipotik kemudian diatur oleh Undang-Undang Nomo 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.  Setelah adanya UUPA, penegasan hak atas tanah harus menurut cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Nasional yang bersangkutan.


Undang-Undang di lapangan perdata lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975, dengan adanya undang-undang perkawinan tersebut maka pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dalam Buku I BW sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.  Hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan itu antara lain tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan hubungan antara orang tua dan anak, perjanjian perkawinan dan lain-lain.


Ketentuan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Penggantian Nama, sehingga pasal-pasal dalam Buku I BW sepanjang telah diatur dalam undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.SEMA Nomor 3 Tahun 1963 juga merupakan salah satu ketentuan yang menyatakan beberapa pasal dalam BW tidak berlaku lagi.

Hukum Perdata Yang Bersifat Pelengkap Dan Bersifat Memaksa


Menurut kekuatan berlaku atau kekuatan mengikatnya, hukum perdata dibedakan atas hukum yang bersifat pelengkap (aanvullend recht) dan hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht).


Hukum yang bersifat pelengkap adalah peraturan-peraturan yang boleh dikesampingkan oleh orang-orang yang berkepentingan sepanjang kepentingannya menghendaki peraturan tersebut dikesampingkan, seperti Pasal 1477 BW tentang tempat penyerahan barang.


Hukum yang bersifat memaksa adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan sehingga harus ditaati oleh orang yang berkepentingan, seperti perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan berdasarkan alasan yang sah yang telah ditentukan.  Hukum perdata yang bersifat memaksa merupakan hukum perdata yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan berdasarkan alasan yang sah yang telah ditentukan.  Hukum perdata yang bersifat memaksa tidak berarti pelaksanaannya dapat dipaksakan, seperti undang-undang dilarang memutuskan perjanjian secara sepihak sebagaimana tertera dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata.
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